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@@gaelapan pajak masih sering terjadi dikarenakan Wajib Pajak beranggapan bahwa penghasilan yang
mli’er@a untuk apa diberikan kepada negara, yang belum tentu Wajib Pajak merasakan manfaat
%aﬁgsung dan tidak memperoleh timbal balik. Hal ini menyebabkan target penerimaan pajak tidak
ée%u%dengan yang diharapkan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor
g/@gtclmempengaruhl persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak. Variabel independent yang
‘Wiguniakarpdalam penelitian ini Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan sedangkan
é{&ﬁflaﬁel dependent yang digunakan Penggelapan Pajak. Objek Penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang
g‘jDrbebé‘al Neh Usahawan yang berada di Jakarta Utara. Data penelitian ini diperoleh dari hasil kuesioner
T3/3]%191 disebarkan kepada 100 responden. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Sanalisis régresi linier berganda, dengan uji asumsi klasik, uji t dan juga uji F.Hasil penelitian
(nggnunjukkan variabel keadilan pajak dengan nilai sig 0.376 tidak memiliki pengaruh negatif terhadap
%béhggelapan pajak. Variabel sistem perpajakan dengan nilai sig 0.0015 memiliki pengaruh positif
“Ferhadap penggelapan pajak. Dan Variabel sanksi perpajakan dengan nilai sig 0.0455 memiliki
gpéjhgaruh positif terhadap penggelapan pajak.Kesimpulannya terdapat cukup bukti bahwa Sistem
%Pér*pajakan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak, dan tidak terdapat
up bukti bahwa Keadilan Pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

— ABSTRACT
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jTgx Evasion still often occurs because taxpayers think that the income received is for what it is given

‘goghe state which does not necessarily mean that the taxpayer will feel the direct benefit, and do not get

gre@procﬂy, this causes the revenue target is not in line with the government expects. The object of this

sresearch §8°the Non-Entrepreneur Individual Taxpayer in North Jakarta. The data of this study were

Tgjol_ﬁiained from the results of questionnaires distributed to 100 respondents. The analytical technique

Zused in this research is multiple linear regression analysis, with classical assumption test, t test and also
F test. Thesresults showed that the tax justice variable with a sig value of 0.376 did not have a negative
effect on=tax evasion, The taxation system variable with a sig value of 0.0015 has a positive effect on
tax evasion, And tax sanctions with a sig value of 0.0455 has a positive influence on tax evasion.In
conclusian, there is sufficient evidence that the Taxation System and Tax Sanctions have a positive
effect on=tax evasion, and there is not enough evidence that Tax Justice has a negative effect on tax
evasion.

Keywords : Tax Justice, Taxation System, Tax Sanctions, Tax Evasion, Perception
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PENDAHULUAN

Seperti)yang kita tahu, membayar pajak telah menjadi kewajiban kita dalam kehidupan sebagai
warga negara Indonesia. Sedangkan Wajib Pajak menurut Undang — Undang Republik Indonesia
<Nemor 28Tahun 2007 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Pasal 1
wayat (2) mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak merupakan orang pribadi
éatgupun badan dengan mempunyai peran untuk membayar pajak, memotong dan memungut pajak serta
cmempunyai kewajiban dan hak yang sesuai dengan peraturan perundang — undangan perpajakan.
Tﬂ’@gﬁélapan Pajak (Tax Evasion). Menurut (Ardyaksa & Kiswanto, 2014) merupakan sebuah usaha
Mjl@Pajak dalam mengurangi beban pajak yang terhutang dan besifat tidak legal. Banyak Wajib Pajak
@/amgo mengalami kesulitan dalam melakukan penghindaran pajak dikarenakan diperlukannya
ipééhg@ahuan serta wawasan yang luas mengenai perpajakan, hal ini berguna untuk menemukan celah
zurmdaﬂg tndang perpajakan agar meminimalkan besarnya pajak yang terhutang tanpa harus melanggar
Epefatgiran yang berlaku, oleh karena itu banyaknya Wajib Pajak yang memilih untuk melakukan
@eng@elapan pajak (Tax Evasion).
© 2 Pajakssendiri merupakan sebuah hal wajib yang harus dibayarkan, Wajib Pajak mempunyai sebuah
§<e§/v jibarmuntuk membayarkan pajaknya. Dimana satu pihak yaitu (Wajib Pajak) mempunyai
‘kewagibaniuntuk membayarkan pajaknya, sedangkan pihak lain (Pemerintah) tidak mempunyai sebuah
kéwagibar’untuk memberikan jasa timbal balik secara langsung kepada Wajib Pajak. Hal ini dapat
%nﬁn@babkan kecenderungan sebuah Wajib Pajak untuk melakukan berbagai cara agar dapat
dngngurangi besarnya beban pajak yang terhutang. Wajib Pajak mempunyai sudut pandang bahwa
@e}'igan membayarkan pajaknya, akan mengurangi pendapatan mereka yang telah mereka peroleh,
seﬁmgga tlengan adanya hal ini dapat memunculkan keinginan atau ide Wajib Pajak untuk
gnérencanakan penggelapan pajak (Ardyaksa & Kiswanto, 2014). Sejak reformasi perpajakan tahun
%@83 sistem pemungutan pajak di Indonesia mengalami perubahan, yang berawal dari Official
aAﬁesment System menjadi Self Assesment System. Official Assesment System, dimana pemerintah
TJmémlllkl hak secara penuh dalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan, sedangkan Self
gAgesment System merupakan sebuah sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia dengan
U:pﬁa memberi kepercayaan serta tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan
gjuga melaporkan sendiri jumlah atau besar pajaknya sendiri. Oleh sebab itu, diperlukan nya
Zpengetahuan yang cukup terhadap wajib pajak. Karena banyaknya ketidakpahaman wajib pajak
smgngenai Self Assesment System mengakibatkan perhitungan pajak penghasilan yang dimiliki menjadi
tidak akurat, dilaporkan Wajib Pajak yang telah melakukan kesalahan dalam menghitung pajaknya
gsegdiri sebesar 53,6% (Akbar , Atmanto, & Jauhari, 2015).
= : Alasan Wajib Pajak enggan atau tidak membayar pajak sama sekali menurut Direktorat Jenderal
7rﬁ:@ak (D3P) dikarenakan kasus-kasus penggelapan pajak (Tax Evasion) yang dilakukan oleh seorang
*S\A@jlb Pajak dengan mafia pajak, yang salah satunya dilakukan oleh Gayus Tambunan pada tahun 2009,
Jserang pegawai pajak dengan melakukan tindakan korupsi, pencurian uang, dan penggelapan pajak.
§(I<9mpas, 2010) mengungkapkan kasus ini dapat terjadi dikarenakan pengawasan yang longgar antara
satasan dgpgan bawahan, selain itu sistem perpajakan yang lemah juga merupakan salah satu faktor
‘derjadinya? kasus yang sempat menggemparkan Indonesia. (Sumarlin: Kasus Gayus Cerminan
QKuranqnva Waskat (kompas.com). Menteri Keuangan Republik Indonesia (Anggraeni , 2020)
“mengatakan bahwa dirinya sangat geram bahwa banyak sekali Wajib Pajak Pribadi maupun Badan yang
melakukan penggelapan pajak. Hal ini disampaikannya di Jakarta, pada hari Jumat tanggal 18
September=2020, ketika dirinya mengatakan bahwa perlu memperhatikan khusus kegiatan bisnis yang
secara lintas negara atau yang biasa disebut sebagai kerjasama multilateral. Dari kerjasama multilateral
tersebut, =bisa menjadi celah adanya penggelapan (Tax Evasion) dan penghindaran pajak (Tax
Avoidance). Dirinya mengatakan, bahwa Tax Evasion menjadi hal penting untuk dilawan karena negara
Indonesi@menganut ekonomi terbuka. (www.economy.okezone.com)

Dalam buku 79 Masalah Pajak Pribadi dan Solusinya (Budiman & Pratiwi, 2010) mengatakan
bahwa pemahaman yang mendalam mengenai suatu sistem perpajakan yang ada di Indonesia yakni Self
AssesmentSystem sangat dibutuhkan dalam suatu administrasi perpajakan, hal ini diharapkan agar dapat
dilaksandakannya dengan tertib, efektif, efesien dan juga terkendali. Pemahaman Wajib Pajak mengenai
sistem perpajakan yakni Self Assesment System diharapkan akan meningkatkan kepatuhan seorang



https://tekno.kompas.com/read/2010/03/29/17381935/sumarlin.kasus.gayus.cerminan.kurangnya.waskat
https://tekno.kompas.com/read/2010/03/29/17381935/sumarlin.kasus.gayus.cerminan.kurangnya.waskat
http://www.economy.okezone.com/
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Wiajib Pajak dalam membayarkan pajaknya. Karena secara alamiah seorang Wajib Pajak cenderung

untuk ingin membayarkan pajaknya serendah-rendahnya dan berfikiran bahwa penghasilan yang

mereka perpleh mengapa harus diberikan kepada negara yang belum tentu negara akan memberikan

timbal balik kepada masyarakat. Hal ini wajar dikarenakan bahwa pajak sudah dianggap sebagai biaya
.yang harus dibayarkan, sehingga Wajib Pajak rela melakukan berbagai strategi dan juga cara yang
Tglﬁgal untuk meminimalisir pajak yang harus Wajib Pajak bayarkan. Oleh karena itu, melalui
(_Pp@dldlkan diharapkan agar dapat membantu seorang Wajib Pajak dapat menghasilkan pola pikir yang
Lgm@ngertl bahwa pentingnya untuk melaksanakan kewajiban dalam membayar pajaknya.

TELAAH PUSTAKA
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- %Pejrsepa pada hakikatnya merupakan proses penilaian yang dilakukan seseorang guna untuk

mgmberikan penilaian terhadap objek tertentu. Persepsi menurut (Simbolon, 2008) adalah proses dari
asil Srespon yang diterima individu dari lingkungannya untuk menafsirkan konteks yang sedang

gdiﬁgacﬁpi. Individu akan mengalami banyaknya stimulus yang dihadapinya, dan perbedaan dari stimulus

%tegseﬁut dapat menimbulkan sebuah perbedaan persepsi dalam menghadapi objek yang sama.

© = Padadasarnya, Persepsi menurut (Simbolon, 2008) dibagi menjadi 2 bagian, yang pertama

%&ala@ﬁ Faktor Internal dan Faktor Eksternal, yaitu:

= 9. Faktor Internal

%F@iktor yarig ada pada dalam diri individu tersebut, seperti pengalaman, perhatian, suasana hati dan

Juga minat:

o M.  Féaktor Eksternal

“Adanya péngaruh dari lingkungan serta objek-objek yang terlibat didalamnya, seperti penempatan

~objek atausstimulus tersebut. Dimana hal ini akan mempengaruhi individu dalam merasakan atau

T§ngnerima stimulus tersebut.

Pajak

—~ 3Pengertian pajak menurut S.1. Djajadiningrat yaitu pajak merupakan kewajiban dalam menyerahkan

%@aglan harta atau kekayaan yang diserahkan kepada kas negara, serta peraturan yang ditetapkan oleh

Ep@nermtah dan bersifat memaksa, tetapi tidak mendapatkan jasa timbal balik dari negara secara

jaggsung dan digunakan untuk memelihara serta kepentingan negara secara umum.

uPﬁlggeIapan Pajak (Tax Evasion)
3 cMenutlit (Halim, Bawono, & Dara, 2014) pengertian dari Penggelapan Pajak (Tax Evasion) adalah
Eseﬁuah tindakan manipulasi ilegal yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengelak dari pembayaran
Q:paiaknya Serta melanggar peraturan perundang — undangan dan dilakukan secara sengaja untuk
-menghindari pembayaran pajak. Banyaknya Wajib Pajak yang melakukan berbagai cara dalam
mgmbayatkan besarnya pajak yang terhutang dan ingin membayarkan pajaknya sekecil mungkin
“bahkan tidak membayarkan pajaknya sama sekali, hal ini menyebabkan petugas pajak mengalami
“kesulitangehingga seringkali tidak memenuhi harapan pemerintah. (Zain, 2005).
Zain (2005) juga mengungkapkan beberapa upaya dalam penggelapan pajak:
a. Tidak memenuhi pengisian SPT secara tepat waktu
b. Tidak memenuhi laporan penghasilan serta pengurangannya secara jelas dan lengkap.
c. Tadak memenuhi pembayaran pajaknya secara tepat waktu.
d. Tadak memenuhi kewajiban Wajib Pajak dalam menyetor pajak penghasilan, baik itu dipotong
ataupun dipungut.
e. Tidak memenuhi kewajiban seorang Wajib Pajak dalam membayarkan tafsiran pajaknya yang
terhutang.
f.  Tidak memenuhi permintaan petugas pajak maupun pihak ketiga.
Méelakukan penyuapan terhadap aparat pajak dan tindakan intimidasi lainnya.
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Keadilan
Pengertian keadilan menurut Teori John Rawls (Faiz, 2009) yaitu keadilan dengan situasi yang sama
dan setarg-untuk setiap individu. Individu satu dengan yang lainnya tidak ada di pihak yang memiliki
posisi yang lebih besar ataupun tinggi seperti kekuatan, status sosial yang diperoleh, dan kedudukan
.seseorangyang dapat menyebabkan kesepakatan dengan pihak lain nya secata seimbang.

oW
“KeadilanPajak
‘= © Banydknya Wajib Pajak serta masyarakat yang beranggapan bahwa pajak merupakan suatu beban
g/z%g harus.dibayarkan sehingga Wajib Pajak memerlukan kepastian bahwa mereka akan diperlakukan
gd@gzgw adil. (Kurniawati & Toly, 2014). Keadilan Pajak dalam suatu perundang — undangan dengan
“menyesuaikan kemampuan Wajib Pajak dalam membayarkan pajaknya, dan adil dalam pelaksanaan
Edeglggn mémberikan hak Wajib Pajak apabila mengajukan keberatan (Pulungan, 2015).
Mendrut (Waluyo & Irawan, 2000) asas keadilan pemungutan pajak terdiri dari 3 bagian, yaitu :
i. Prinsip Manfaat (Benefit Principle)
Sistem perpajakan dapat dikatakan adil apabila Wajib Pajak menerima manfaat ataupun
kontribusi dari jasa pemerintah. Jasa pemerintah yang dimaksud meliputi sarana yang telah
disediakan guna untuk meningkatkan kesahjehteraan masyarakat.
Prinsip Kemampuan untuk membayar (Ability Principle)
Prinsip Ability Principle lebih ditekankan dalam membayar pajaknya, lebih dibebankan
Kepada Wajib Pajak dalam kemampuan untuk membayar pajak yang terhutang.
iii. Keadilan Horizontal dan Keadilan Vertikal
a:» Keadilan Horizontal
Keadilan horizontal dalam pemungutan pajak dikatakan adil apabila beban pajak yang
tértanggung oleh Wajib Pajak sama dengan penghasilan yang diperoleh dan tidak
rmémbebankan jenis penghasilan dan sumber penghasilannya.
a)- Keadilan Vertikal
Keadilan vertikal dalam pemungutan pajaknya lebih dibebankan kepada Wajib Pajak dengan
keémampuan atau penghasilan yang besar harus membayar pajak yang terhutang lebih besar.

1N eAuey yninyas neje ueibeq
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tem Perpajakan
Menurut (Waluyo & Irawan, 2000) sistem perpajakan dalam pemungutan pajak dibagi menjadi 3
ian, yaitu:
i.  Official Assesment System
Sistem pemungutan pajak dengan Official Assesment System yaitu dengan memberikan
wewenang kepada pemerintah untuk menentukan pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak.
ii..n  Self Assesment System
Sistem pemungutan pajak dengan Self Assesment System yaitu dengan memberikan wewenang
Kepada Wajib Pajak dalam menentukan sendiri besarnya pajak yang terhutang.
iii.. With Holding System
Sistem pemungutan pajak dengan With Holding System yaitu dengan memberikan wewenang
kepada pihak ketiga (Selain fiskus dan juga Wajib Pajak).

:Jaquwins uexingaiuaw uepeyw

Sanksi P@kpajakan
Sebuahy sanksi perpajakan dibuat agar individu ataupun Wajib Pajak dapay menaati peraturan
perundangsundangan dan juga untuk dapat ditaati dan dipatuhi. Sanksi perpajakan juga berguna untuk
mencegahlzWajib Pajak agar tidak melanggar, karena Indonesia menganut sistem perpajakan dengan
Self AsseSient System yang berarti Wajib Pajak secara aktif dan telah diberikan kepercayaan dalam
menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terhutang (Yuliyanti, Titisari, & Nurlela, 2017).
Didalam @dndang-Undang Perpajakan, terdapat 2 jenis sanksi perpajakan menurut (Resmi, 2003:65-66)
antara lain:sanksi administrasi dan sanksi pidana:
i) Sanksi Administrasi
Sebuah sanksi administrasi dibuat agar Wajib Pajak pada saat melakukan tindakan pelanggaran
akangtlikenakan kerugian kepada negara, sanksi yang dikenakan dapat berupa sanksi denda, sanksi
sanksibunga dan juga sanksi kenaikan. Sanksi administrasi dilakukan kepada pelanggaran yang
tidakgmengacu kepada tindak pidana perpajakan.

4
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i) Sanksi Pidana

Sedangkan sanksi pidana yaitu upaya terakhir dari pemerintah, agar norma perpajakan dapat
dipatuhi;\Sanksi pidana biasanya timbul dikarenakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib
Pajak berupa unsur ketidaksengajaan, kealpaan, pengabaian atau tindak pidana kejahatan lainnya.

— Sedangkan sanksi pidana menurut Ketentuan Undang-Undang Perpajakan terdapat 3 macam yaitu:
=1)  Denda Pidana
§ Denda pidana yang dimaksud yaitu denda yang dikenakan kepada tindak pidana yang telah
 melakukan tindak kejahatan dan melanggar norma.
%ii)é: Pidana Kurungan
< Pidarta kurungan berupa ancaman kepada tindak pidana yang melakukan pelanggaran. Pidana
= @rungan bisa ditujukan kepada pihak ketiga maupun Wajib Pajak.
gu% Pidana Penjara
5 Pidama penjara ditunjukkan kepada para pejabat ataupun Wajib Pajak yang telah melakukan tindak
S Kejahatan.
> 5
o L§edangkan Sanksi Adminstratif menurut (Sari, 2018) sehubungan dengan Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara perpajakan, sanksi administratif dibagi menjadi
atam, Yaitu :
i)~ Denda Administratif

WajibPajak yang melakukan pelanggaran formal seperti telat menyampaikan Surat Pemberitahuan
Fahunan (SPT) atau terlambat melaporkan ke kantor pajak akan dikenakan sanksi sebesar Rp.
100.060,. Namun jika melakukan pelanggaran Materil seperti telah dilakukan adanya pemeriksaan
namun belum dilakukan penyelidikan maka akan dikenakan denda administratif sebesar 150% dari
jumlah pajak yang kurang bayar.
ii) Denda Bunga

Wajib-Pajak yang melakukan pelanggaran berupa denda bunga seperti contoh: Kurang Bayar, Telat
bayari: Pembetulan SPT masa ataupun tahunan yang dapat menimbulkan pajak terutang yang lebih
besar_sebelum dilakukan sebuah tindakan pemeriksaan, maka akan dikenakan denda 2% perbulan
dari jumlah pajak yang terutang.

iii) Kgnaikan

Wajilg Pajak yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi berupa kenaikan seperti tidak
menyampaikan SPT — nya dan bahkan apabila telah diberi peringatan atau ditegur secara formal,
dikenakan sanksi sebesar 50% dari pajak penghasilan yang kurang atau tidak bayar, dan dikenakan
sanksi sebesar 100% dari pajak penghasilan yang kurang dipotong ataupun disetor. Apabila dalam
hal i Wajib Pajak menyampaikan SPT — nya secara tidak lengkap, atau melaporkan keterangan
yangstidak sesuai yang dapat menimbulkan kerugian negara. Dan dalam hal ini jika Wajib Pajak
kealpgannya dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) apabila isinya terdapat
tidak=benar, tidak lengkap, yang dapat menimbulkan kerugian negara akan dikenakan denda
kenaikan sebesar 200%.

ns ueyingakuaw uep uemumueauaw edug _\U} siny eAuey yn.my

W\/%Jlb Pajak

"Menurat Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka 2:

“Wajib, Pajak merupakan orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan
dalam—meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak yang telah sesuai dengan
ketentdan peraturan perundang-undangan perpajakan”

PersepsiiVajib Pajak tentang Keadilan Pajak terhadap Penggelapan Pajak
Keadilan mempunyai arti sama beratnya, tidak memihak, dan mendapatkan perlakuan yang sama
sedangkan penggelapan pajak merupakan suatu usaha untuk mengurangi bahkan menghapus besarnya
pajak yahg tehurtang. Wajib Pajak memerlukan kepastian bahwa mereka akan diperlakukan dengan
adil, olel karena itu keadilan sangat diperlukan agar tidak menyebabkan perlawanan pajak seperti
penggelapan pajak. Jika tingkat keadilan tinggi, maka Wajib Pajak maupun masyarakat akan
beranggapan bahwa penggelapan pajak bukanlah hal yang baik untuk dilakukan. Namun sebaliknya,
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jika tingkat keadilan semakin rendah, maka anggapan Wajib Pajak ataupun masyarakat akan
beranggapan bahwa penggelapan pajak sebuah hal yang wajar untuk dilakukan.

Hal : Persepsi Wajib Pajak tentang Keadilan Pajak berpengaruh negatif terhadap Penggelapan
~ Pajak

g}'sepsi Wajib Pajak tentang Sistem Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak

Sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah dengan menerapkan Wajib Pajak untuk
secara aktif dalam melaporkan besarnya pajak terhutang sedangkan tugas pelayanan aparat pajak
hanya bertugas untuk mengawasi saja (Self Assesment System). Dikarenakan Indonesia menganut
ﬁstgﬁn perpajakan dengan Self Assesment System, maka Wajib Pajak diharapkan untuk secara sadar
melakukan kewajiban perpajakan nya secara sendiri dengan memberikan kepercayaan kepada Wajib
éaj% yang berguna meningkatkan kesadaran dalam menyetorkan pajaknya. Sistem perpajakan ini
%apgt berjalan dengan aktif dan baik apabila di dalam suatu negara kondisi kepatuhan sukarela
{voluntary compliance), kejujuran, dan kedisiplinan Wajib Pajak dalam membayarkan besarnya pajak
yang terbutang (Radjijo, 2007).

a2 Persepsi Wajib Pajak tentang Sistem Perpajakan berpengaruh positif terhadap Penggelapan
Pajak
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sepsi Wajib Pajak tentang Sanksi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak

g::mksi Perpajakan merupakan sebuah sanksi yang dibuat untuk dapat dipatuhi dan dituruti.
MefiuruElatmiko (2006) dalam (Erline, Ratnawati, & Andreas, 2018) sanksi pajak dengan denda yang
ﬁnggi dapat membuat Persepsi Wajib Pajak bahwa membayar pajak adalah suatu hal yang merugikan,
hal ini dapat membuat Wajib Pajak merasa tertekan akibat sanksi yang terlalu berat dan dapat
menimbilkan tindakan penggelapan pajak. Dimana hal ini, Wajib Pajak akan berfikir bahwa
penghasifan atau pendapatan yang mereka peroleh untuk apa diberikan kepada negara karena belum
f§ntu Wajib Pajak akan mendapatkan timbal balik secara langsung (Suminarsasi & Supriyadi, 2011).
Orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan melihat apakah sanksi perpajakan
@bih bafyak merugikannya atau tidak.

Ha3 : Persepsi Wajib Pajak tentang Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Penggelapan
Pajak

19uad ‘uewp!pu%d uebunuaday
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METODE PENELITIAN

Objék: penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Non
hawar yang berada di Kota Jakarta Utara. Alasan peneliti memilih subjek dengan Wajib Pajak
ng Pribadi Non Usahawan untuk mengetahui persepsi dari Wajib Pajak mengenai Keadilan Pajak,
em PRetpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak. Data yang akan diteliti
rupakan hasil data dari pengisian Kuesioner seorang Wajib Pajak pada tahun 2021.
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Variabel-Penelitian

1. Variabél Dependent
a) Penggelapan Pajak

Variabel Dimensi Indikator Pernyataan
Penggelapan |7Rengelakkan dan | 1.Tidak memenuhi pengisian | 1.  Salah  satu terjadinya upaya
Pajak (Y) pengabaian SPT secara tepat waktu. | penggelapan pajak adalah dengan tidak
pembayaran pajak | 2.Tidak memenuhi laporan | memenuhi pengisian SPT secara tepat
-yang terhutang. penghasilan serta | waktu.
pengurangannya secara jelas | 2. Salah satu terjadinya upaya

6
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Sumber:
2005:51)

(Zain,

dan lengkap.
3.Tidak memenuhi
pembayaran pajaknya secara
tepat waktu.

4. Tidak memenuhi kewajiban
Wajib Pajak dalam menyetor
pajak penghasilan, baik itu
dipotong ataupun dipungut.
5. Tidak memenuhi kewajiban
seorang Wajib Pajak dalam

membayarkan tafsiran
pajaknya yang terhutang.
6. Tidak memenuhi
permintaan petugas pajak
maupun pihak ketiga.
7.Melakukan penyuapan

terhadap aparat pajak dan
tindakan intimidasi lainnya.

Sumber: (Zain, 2005:51)

penggelapan pajak adalah tidak memenubhi
laporan penghasilan dengan
pengurangannya secara jelas dan lengkap.
3. Salah satu terjadinya upaya
penggelapan pajak adalah tidak memenubhi
pembayaran pajaknya secara tepat waktu.
4., Salah satu terjadinya upaya
penggelapan pajak adalah tidak memenubhi
kewajiban Wajib Pajak dalam menyetor
pajak penghasilan, baik itu dipotong

ataupun dipungut.
5. Salah satu terjadinya upaya
penggelapan pajak adalah tidak memenubhi

kewajiban seorang Wajib Pajak dalam
membayarkan tafsiran pajaknya yang
terhutang.

6. Salah satu terjadinya upaya
penggelapan pajak adalah tidak memenubhi
permintaan petugas pajak maupun pihak

ketiga.
7. Salah satu terjadinya upaya
penggelapan pajak adalah  dengan

melakukan penyuapan terhadap aparat

undede ynjuaq wejep 1ul sijN) eAJey ynin)as neye uelfie
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Q pajak maupun pihak ketiga.
\fariabeEDependent
3 E) Keadilan Pajak
Variabel Dimensi Indikator Pernyataan
C.Keadilan | InKeadilan 1. Dikatakan adil apabila | 1. Saya telah membayar pajak sesuai dengan
Hor@oéial Horizontal. Wajib Pajak membayar besarnya penghasilan yang diperoleh.
dan's o 2. Keadilan Vertikal. pajak dengan memperoleh | 2. Pajak yang dibayarkan tidak
Keadilan penghasilan yang sama. memberatkan karena telah sesuai dengan
Vertikal Sumber: (Waluyo & 2. Wajib Pajak membayar | besarnya penghasilan yang diperoleh
i 2 Jfawan, 2000) pajak lebih besar apabila | 3. Pemerintah secara adil memberikan beban
Sum@efcc'fr o penghasilan yang pajak kepada Wajib Pajak sesuai dengan
(Wa@yﬁ& - diperoleh lebih besar pula. | kemampuan dalam membayar pajak.
Irawan> - 4. Beban pajak yang diberikan Pemerintah
2000) < Sumber: (Waluyo & memberatkan masyarakat maupun Wajib

o = Irawan, 2000) Pajak karena telah sesuai dengan

S 3 kemampuan dalam membayar pajak.

E 5. Saya merasakan secara langsung
kontribusi  serta manfaat dari jasa
pemerintah  berupa sarana  didalam
kehidupan saya.
6. Kontribusi dan manfaat dari jasa
pemerintah telah diberikan secara adil dan
merata.
7.Sarana yang diberikan pemerintah telah

= meningkatkan kesahjeteraan masyarakat.
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petugas pajak tidak
ikut campur tangan
dan hanya bertugas
untuk mengawasi

3. Wajib Pajak
diwajibkan  untuk
aktif dimulai dari
menghitung,

menyetor, dan juga
melaporkan sendiri

Dimensi Indikator Pernyataan

Sistem . Self Assesment | 1.  Wajib Pajak | 1. Saya sebagai Wajib Pajak mempunyai wewenang

_Perpajakan | System. mempunyai dalam menentukan sendiri besarnya pajak yang
X2y & o wewenang  untuk | terhutang.

g3 Sumber: menentukan sendiri | 2. Saya sebagai Wajib Pajak mengetahui besanya

(Waluyo & | besarnya pajak | pajak yang terhutang dan kapan harus membayarnya

IFawan, 2000) yang terhutang 3. Saya sebagai Wajib Pajak diwajibkan untuk

3 2. Fiskus atau | menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri

pajak terhutang karena tidak adanya campur tangan
fiskus (petugas pajak).

4. Saya sebagai Wajib Pajak harus secara aktif
menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak
yang terhutang.

Sumber:
& Irawan, 2000)

pajaknya.

(Waluyo

w1 eAuey uesiinyad ‘uennauad ‘ueyipipuad uebunuaday ynyun eAuey uedinbu
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San kéi Perpajakan

-

Vajrlgbel | Dimensi Indikator Pernyataan
Sanksi A. Sanksi Pidana | 1. Denda | 1. Wajib Pajak yang telah melakukan tindak pidana seperti
Petpajakan &f Sumber Pidana tindak kejahatan dan melanggar norma akan dikenakan
(X§) > = B.Sanksi 2. Pidana | sanksi berupa denda pidana.
> e “I' Administratif. Kurungan | 2. Wajib Pajak atau Pihak Ketiga (Petugas Pajak) yang telah
>3 . 3. Pidana | melakukan pelanggaran dikenakan ancaman berupa pidana
52 = Sumber: Penjara kurungan apabila tidak sanggup memenuhi denda pidana.
3 - @ (Resmi, 2003:65- 3. Wajib Pajak atau para pejabat yang telah melakukan
2 4. 66) Sumber: tindakan kejahatan yang merugikan negara akan dikenakan
(Resmi, sanksi berupa pidana penjara.
2003:65- 4. Wajib Pajak akan dikenakan denda sebesar Rp. 100,000,.
66) apabila  terlambat dalam  menyampaikan  Surat

Pemberitahuan Tahunan (SPT) ke kantor pajak dan
dikenakan denda administratif sebesar 150% dari jumlah
pajak yang kurang bayar karena melakukan pemeriksaan
tanpa melakukan penyelidikan.

Teknik Pengumpulan Data
Tekfik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah angket (kuesioner) dengan cara melakukan
penyebaran kuesioner yang diberikan kepada responden Wajib Pajak Orang Pribadi Non Usahawan di
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Jakarta Utara baik itu secara langsung, maupun secara tidak langsung. Kuesioner yang akan diberikan
kepada responden adalah dengan berisi pertanyaan-pertanyaan yang mewakili keadilan pajak, sistem

p

erpajakapy dan sanksi perpajakan mengenai penggelapan pajak.

Teknik Pengambilan Sampel

Q

Ledabugd

= Teknik pengambilan sampel yang akan dipakai dalam penelitian ini dengan menggunakan
drposivezSampling yaitu dengan cara, teknik pengampilan sampel dengan melakukan pertimbangan

tau dengan kata lain kriteria tertentu. Maka kriteria yang akan diambil oleh penulis adalah Wajib Pajak

rang: Pribadi (WPOP) Non Usahawan yang berada di Jakarta Utara. Penelitian ini sebanyak 100

espaiden;-data primer pada penelitian ini diperoleh dengan cara membagikan kuesioner kepada Wajib

é*al&)rang Pribadi Non Usahawan yang berada di Jakarta Utara yang akan dijadikan sampel dalam
enelitianzini.

110

9*“49

ekriik Analisis Data

5 1§ Statistik Deskriptif

<. Statistik Deskriptif adalah sebuah bagian dari statistik yang mempelajari bagaimana cara
pengumpulan data dan juga bagaimana cara penyajian data agar lebih mudah untuk dipahami.
© Statisttk deskriptif akan memberikan sebuah keterangan mengenai suatu keadaan atau suatu
fénomena (keadaan, gejala dan juga sebuah persoalan). Didalam statistik deskriptif terdapat
beberapa ukuran diantaranya nilai rata — rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum, nilai
@nlmum (Ghozali, 2018:19).

2.

e
n2

UjiKualitas Data

a) Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner, kuesioner
dapat dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner tersebut mampu untuk
mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2018:51). Maka,
ujd validitas yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan korelasi antar
skor sebuah butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel.Uji signifikasi dalam
penelitian ini dengan membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel untuk degree of
freedom (df) = n -2, dimana dalam hal ini yang dimaksud adalah n (jumlah sampel) dengan
alpha sebesar 5%. Lalu, setelah itu kita akan melihat output dari Cronbach Alpha (o) dibagian
kolom Correlated Item — Total Correlation (r hitung) dengan hasil perhitungan pada r tabel.
Apabila r hitung lebih besar dibandingkan dengan r tabel dan bernilai positif, maka suatu butir
pertanyaan atau indikator tersebut dapat dikatakan valid.

by Uji Reliabilitas
Di dalam sebuah kuesioner dapat dikatakan reliabel apabila jawaban inidividu mengenai
perpyataan yang diberikan dijawab dengan konsisten dan tidak berubah (Ghozali, 2018:45).
Selain itu, jawaban dari pernyataannya tidak boleh acak. Di dalam sebuah penelitian, pengukuran
deRgan menggunakan uji reliabilitas dilakukan dengan cara pengukuran sekali saja atau biasa
disébut juga One Shot, dimana SPSS memberikan fasilitasnya untuk mengukur hasil uji
refigbilitas dengan menggunakan uji statistik yaitu Cronbach Alpha (o). Dimana sebuah konstruk
varfabel dinyatakan lolos uji reliabilitas apabila nilai Cronbach Alpha > 0,70 (Nunnally, 1994

dajam Ghozali 2018).

:Jaguwins ueyingaAuaw uep ueywniuedsuaw eduey 1ul sijn) eAJey yninjas neje

3. Ut Asumsi Klasik
a) Uji Multikolinearitas

Di dalam sebuah uji multikolinearitas ditujukkan untuk menguji didalam sebuah model
regresi apakah ditemukannya gejala korelasi dalam variabel independent. Model regresi yang
bal¢ seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen, karena apabila variabel
independen saling berkorelasi, maka variabel — variabel ini tidak ortogonal. Yang dimaksud
defigan ortogonal adalah dimana variabel independen yang mempunyai nilai korelasi antar
sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2018:107).
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b) Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk dapat menguji apakah dalam model regresi, apakah variabel
peganggu atau residual memiliki distribusi normal ataupun tidak, dengan menggunakan suatu uji
Kolmogorov Smirnov (Ghozali, 2018:161). Maka yang harus dilakukan adalah dengan melihat
nilabAsymp Sig (2 tailed). Yang terdapat di dalam tabel output One Sample Kolmogorov Smirnov
Test; lalu dapat membandingkannya dengan tabel kesalahan (o = 5%) (Ghozali, 2018:166).

c)-Uji Heterokedastisitas
= =Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah didalam model regresi terjadi
~ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lainnya (Ghozali,
%)2018:137). Model regresi yang baik seharusnya homoskedastisitas dan tidak terjadi
Yhetéfoskedastisitas. Suatu model dikatakan tidak terjadi heteroskedasitas jika uji scatterplot
“antara Zprediction (ZPRED) dan nilai residual (SRESID) menyebar di bawah maupun diatas titik

=)

=origin (angka 0) dan tidak mempunyai pola teratur (Ghozali, 2018:138).

pun

4. Analisis Regresi Berganda

2 oAnalisis regresi linier berganda merupakan analisis yang digunakan untuk mengukur
Skekyatan hubungan antara dua variabel atau lebih, serta menentukan arah antara variabel
L?Cindependen dengan variabel dependen. Persamaan model regresi linier berganda yang digunakan
2dalam penelitian ini (Ghozali, 2018:95).

S = Y =Bo+ PrX1+ P2Xo + BaXst €

b

5. UjiHipotesis
a) Uji Statistik Fisher (F)
Menurut (Ghozali,2018:98) pada uji F ini untuk menguji hipotesis B1, B2, Bs Secara simultan
sama dengan nol, atau :

Ha: B1 #P2#....=Px=0
Jika nilai P-value pada kolom sig > dari nilai alpha (a. = 5%). Maka terima H, dan tidak
signifikan, jika nilai P-value pada kolom sig < dari nilai alpha (o = 5%), maka tolak Ho yang
berarti signifikan.

b) Uji Statistik t
Uji statistik t pada dasarnya dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu
variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali,
2028:98). Kriteria uji t adalah sebagai berikut:
— 1) Jika sig < 0,05 maka H, ditolak, yang berarti signifikan.
= 2) Jika sig > 0,05 maka H, diterima, yang berarti tidak signifikan.
c)=Uji Koefisien Determinasi (R?)
koefisien determinasi (R?) untuk dapat menilai seberapa jauh kemampuan variabel
depgéndentnya dalam menerangkan (Ghozali, 2018:97). Nilai suatu koefesien determinasi adalah
antata nol dan satu. Apabila R? menunjukkan nilai yang semakin kecil, yang berarti kemampuan
sebyah variabel — variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen terbatas.
Secara umum koefesien determinasi untuk data silang (crossection) relatif lebih rendah
karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan. Lalu untuk data runtun
waktu (time series) mempunyai nilai koefesien determinasi yang tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. UjizStatistik Deskriptif

a=Keadilan Pajak

10
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Hasil uji statistik deskriptif dari variabel Keadilan Pajak di dalamnya adalah terdapat Nilai
Minimum, Nilai Maksimum, Rata-rata atau (Mean) yang dapat dilihat di Lampiran : Tabel 1.
b Sistem Perpajakan

Hasil uji statistik deskriptif dari variabel Keadilan Pajak di dalamnya adalah terdapat Nilai
Minimum, Nilai Maksimum, Rata-rata atau (Mean) yang dapat dilihat di Lampiran : Tabel 1.
c..Sanksi Perpajakan

Hasil uji statistik deskriptif dari variabel Sistem Perpajakan di dalamnya adalah terdapat Nilai
Minimum, Nilai Maksimum, Rata-rata atau (Mean) yang dapat dilihat di Lampiran : Tabel 1.
d.zPenggelapan Pajak

Hasil uji statistik deskriptif dari variabel Sanksi Perpajakan di adalah dalamnya terdapat Nilai
Mihimum, Nilai Maksimum, Rata-rata atau (Mean) yang dapat dilihat di Lampiran : Tabel 1.

M exdin yen

~Ujic®Kualitas Data

ay Uji Validitas

Dalam pra kuesioner, peneliti hanya mengambil sebanyak 30 responden berupa WPOP Non
Usahawan yang berada di Jakarta Utara, Lalu dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 100
repsonden. Dalam uji validitas, dapat dilihat dengan melihat nilai Corrected Item-Total Correlation
@hitUng) yang ada pada output Cronbach Alpha, lalu dibandingkan dengan r tabel. Dan Jika r
hitung~> r tabel mempunyai nilai positif, maka pernyataan dapat dikatakan valid. Lalu, untuk pra-
Koesianer, setiap indikator dari penyataan dari variabel Penggelapan pajak, keadilan pajak, sistem
pérpajakan, dan sanksi perpajakan dikatakan valid.

fbunpu

b} Uji Reliabilitas

Dalam pra kuesioner, peneliti hanya mengambil sebanyak 30 responden berupa WPOP Non
Usahawan yang berada di Jakarta Utara, Lalu dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 100
repsonden. Dalam uji reliabilitas. Dalam uji reliabilitas, suatu pernyataan dapat dikatakan valid
- apabila nilai nilai Cronbanch Alpha > 0,70, maka pernyataan tersebut dikatakan reliabel. Lalu,
@ untuk”pra- kuesioner, setiap indikator dari penyataan dari variabel Penggelapan pajak, keadilan
§ pajak,:sistem perpajakan, dan sanksi perpajakan dikatakan reliabel.
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3. UjiAsumsi Klasik
a) Uji Multikolinearitas
Berdasarkan hasil uji multikolonieritas (Lampiran : Tabel 2) diketahui bahwa nilai tolerance
dari setiap variabel > 0,1 dan nilai VIF dari setiap variabel < 10, sehingga dapat dikatakan bahwa
magel regresi bebas dari multikolonieritas atau tidak terdapat korelasi antar variabel bebas

B):Uji Normalitas
Berdasarkan hasil uji normalitas (Lampiran : Tabel 3) ditunjukkan bahwa nilai Asymp Sig.
(2-tailed) sebesar 0,200 > 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa data residual berdistribusi
nogmal.

:Jaguwins ueyingaiuaw uep ueywn

¢) U§ji Heterokedastisitas
Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas (Lampiran : Tabel 4) hasil uji pada hasil uji
heterokedastisitas dengan menggunakan pengujian Scatterplot, tidak terjadi Heterokedastisitas
karena titik — titik data menyebar diatas dan dibawah atau disekitar titik origin (angka 0) dan
tidak mempunyai pola teratur.

4. Aralisis Regresi Berganda
Apakah model layak regresi dapat layak digunakan atau tidak. Model persamaan regresi dalam
penelitian adalah sebagai berikut Y = 24,008 + -0,015 X; + 0,287 X, + 0,154 X3 (Lampiran :
Tabel 5)
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5. Uji Hipotesis
a) Uji Statistik Fisher (F)
Berdasarkan (Lampiran : Tabel 6) diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 9,821 dan
mempunyai nilai 0,000 yang berarti nilai F signifikan karena nilai sig < 0,05. Sehingga
model regresi untuk memprediksi Y (Penggelapan Pajak) atau dapat dikatakan bahwa
Keadilan Pajak (X1), Sistem Perpajakan (X2), dan Sanksi Perpajakan(X3) dapat
digunakan untuk memprediksi dan bersama — sama mempengaruhi variabel dependen.

B) Uji Statistik t

Berdasarkan (Lampiran : Tabel 7) Variabel Keadilan Pajak diketahui bahwa nilai Sig (1-
tailed) sebesar 0,376.> 0.05 yang artinya Ho diterima, maka dapat dinyatakan bahwa
Keadilan Pajak tidak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Pada Variabel
Sistem Perpajakan diketahui bahwa nilai Sig (1-tailed) sebesar diketahui bahwa nilai Sig
(1-tailed) sebesar 0,0015 < 0,05 yang artinya Ho ditolak, maka dapat dinyatakan bahwa
variabel Sistem Perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Pada
Variabel Sanksi Perpajakan diketahui bahwa nilai Sig (1-tailed) sebesar 0,0455 < 0,05
yang artinya Ho ditolak, maka dapat dinyatakan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh
positif terhadap penggelapan pajak.

t) Uji Koefisien Determinasi (R?)
Berdasarkan (Lampiran : Tabel 8) variabel dependen (Penggelapan Pajak) yang dapat
dijelaskan oleh variabel independen (Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi
Perpajakan) sebesar 21,1% namun untuk sisanya (100% - 21,1% = 78,9%) dijelaskan oleh
faktor — faktor lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

1n1 eAJBY ynan)as neje ueibeqgas diynbuaw buede)iq ‘|
buepun-buepun 1bunpunig exdig ey

PEMBAHASAN

1. Persepsi Wajib Pajak tentang Keadilan Pajak terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, diperoleh nilai koefisien regresi Keadilan Pajak
3sebesar-0.015. Dan hasil uji t sebesar 0,376 > 0,05 maka dapat dikatakan bahwa Keadilan Pajak
otidak berpengaruh negatif terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di Jakarta
oUtara. Yang berarti meskipun semakin tinggi keadilan yang telah dilakukan oleh pemerintah, hal
“tersebut tidak memberikan pengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.
%Penggelapan pajak merupakan sebuah perilaku yang tidak pernah dibenarkan, meskipun masyarakat
%belum erasakan manfaat yang sesuai, namun membayar pajak merupakan sebuah kewajiban oleh
csetiapfarga negara. Penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan oleh Kurniawati & Toly (2014)
=menufijukkan dimana variabel keadilan pajak berpengaruh negatif dan juga signifikan terhadap

~penggetapan pajak. Lalu selanjutnya, penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Tia Monica

n

Sdan Antfon Arisman (2020) menunjukkan bahwa variabel keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap
openggélapan pajak atau yang disebut juga dengan (Tax evasion).

=

niuedsuaw eduey 1ul si

2. Persepsi Wajib Pajak temtang Sistem Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak
Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, diperoleh nilai koefisien regresi Sistem
Perpajakan sebesar 0.287 Dan hasil uji t sebesar 0,0015 < 0,05 maka dapat dikatakan bahwa Variabel
SisterfPerpajakan berpengaruh positif terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak
di Jakarta Utara. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan yang semakin baik maka anggapan
Wajib-Pajak terhadap penggelapan pajak dianggap semakin tidak etis, namun sebaliknya apabila
sistemrperpajakan semakin kurang baik, maka anggapan Wajib Pajak terhadap penggelapan pajak
dianggap sebagai perilaku yang pantas untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak akan selalu
mencafi’ serta memanfaatkan celah yang ada didalam sistem perpajakan yang bertujuan untuk
memperoleh keuntungan pribadi (diri sendiri) dengan cara melakukan tindakan penggelapan pajak
yang Dertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini sejalan dengan hasil
penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Marlina (2018) bahwa variabel sistem perpajakan
berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak dengan penelitian yang dilakukan Wahyu
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Suminarsasi dan Supriyadi (2011) bahwa variabel sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap
penggelapan pajak.

o

—3. Persgpsi Wajib Pajak temtang Sanksi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak

= Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, diperoleh nilai koefisien regresi Sanksi
gPerpajakan sebesar 0.154 Dan hasil uji t sebesar 0,0045 < 0,05 maka dapat dikatakan bahwa Sanksi
=Perpajakan berpengaruh positif terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di
SJakartalUtara. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan yang semakin berat maka penggelapan
Zpajak akan semakin meningkat dan tidak memberikan efek jera, serta penggelapan pajak masih
=banyaksterjadi. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rio

=3

“Santana; Aries Tanno, dan Fauzan Misra (2020) hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan Sri
SAyem {£2018) bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

=

'd

KESIMPULAN DAN SARAN

N 1bunpu

u

o Kesimpulan

TJidak terdapat cukup bukti bahwa Persepsi Wajib Pajak mengenai Keadilan Pajak berpengaruh
Snegatif’terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). Terdapat cukup bukti bahwa Persepsi Wajib
§P§ak fmengenai Sistem Perpajakan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap
‘SPegnggetapan Pajak (Tax Evasion).

“Saran=

= Adaptn saran yang dapat peneliti berikan Secara umum, sistem perpajakan dan sanksi perpajakan
Spada prosesnya terdapat pengaruh positif terhadap penggelapan pajak (Tax Evasion). Berdasarkan
‘©hal tersebut, variabel sistem perpajakan dan sanksi perpajakan dapat dijadikan sebagai sebuah alat
Sbantu Bagi pemerintah ataupun instansi untuk mengurangi tindakan penggelapan pajak. Lalu,
=dikarenakan penelitian ini masih belum sempurna, diharapkan untuk para peneliti selanjutnya untuk
Smenanibah variabel — variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini, serta menambah jumlah
Sresponden sebagai alat ukur yang berguna untuk memberikan kesimpulan yang lebih mendalam
>yang dapat digunakan untuk melanjutkan penelitian dengan topik yang serupa, dam Pemerintah
-sebaiknya lebih meningkatkan serta mempertegas sanksi perpajakan guna untuk menciptakan rasa
Staat dan patuh Wajib Pajak dalam membayarkan pajaknya. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak merasa
3bahwa sanksi yang dibuat oleh pemerintah tidak menimbulkan efek jera dan dianggap sanksi tersebut
Stidak sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya.

s neje uelbe
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Tabel 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

v
7
=)
Q3
= 3
83
=)
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QL
3 T
<
o 0
()
C o
=)
- «Q
=
-
Do O
g2
= 0 N Minimum__ Maximum Mean Std. Deviation
>5 O
‘S < Penggelapan Pajak 100 3 5 4,42 ,378
35 -
= ; mKeadilan Pajak 100 2 5 3,66 ,736
=R
s < = Sistem Perpajakan 100 2 5 4,17 ,785
= -5
0§ = é"PenggeIapan_Pajak 100 2 5 4,09 ,833
- n
=) §Valid N (listwise) 100
® o =Sumber : Hasil Olah Data SPSS
=3 o
35 3
-3 s,
T =
e
23 3
o = = Tabel 2
o C . - - - .
2 3 %. Hasil Uji Multikolinearitas
=
35 Coefficients?
QU O
5 = Unstandardized Standardized
g % s Coefficients Coefficients Collinearity Statistics
< -}
gl\?@del § B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF
5 len
F1Z  (BPnstant) 24,008 1,810 13,264 ,000
0w o =
9 3 Keiadilan Pajak -,015 ,046 -,028 -,317 , 752 ,998 1,002
Q
Z 5 %em Perpajakan ,287 ,096 ,340 2,999 ,003 ,620 1,612
Q o
S ©  Sanksi Perpajakan 154 ,090 193 1,706 ,091 ,620 1,613
W

Sa. Depen
Sumber :

nt Variable: Penggelapan Pajak
asil Olah Data SPSS

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual

N 100

Normal ParametersaP Mean ,0000000
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Most Extreme Differences

Test Statistic

Asymp. Sig. (2-tailed)

Std. Deviation 2,31687044
Absolute ,051
Positive ,044
Negative -,051
,051

,200¢¢

b. Calculated from data.

Depen
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Regression Studentized Residual

El

Sumber ;

(319 uery MImy exizewioju] uep siusig InHIsu]) O} 191 A1jiw eadid yeH @

a. Test distribution is Normal.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.
Sumber : Hasil Olah Data SPSS

Tabel 4

Hasil Uji Heterokedastisitas

Scatterplot
dent Variable: Penggelapan Pajak

Regression Standardized Predicted Value

Hasil Olah Data SPSS

Tabel 5

Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel Koefisien

= Constant 24.008

7] - -

E:. Keadilan Pajak -0.015

E. Sistem Perpajakan 0.287

% Sanksi Perpajakan 0.154

g- Sumber : Hasil Olah Data SPSS

Q.

QO

= Tabel 6

S Hasil Uji F

=i

2 ANOVA?
M(&I Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 r_rm. Regression 163,089 3 54,363 9,821 ,000P

5 Residual 531,421 96 5,536

2 Total 694,510 99

a. Bependent Variable: Penggelapan Pajak

b. %dictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan
o
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